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ABSTRACT

Business actors in Indonesia often face common investment challenges,
such as issues related to licensing, land acquisition, and regulatory barriers. The
goverment responded by issuing Government Regulation No. 24 of 2018, which was
later updated through Government Regulation No. 5 of 2021, to improve the
licensing system through the Online Single Submission (OSS) mechanism. Click or
tap here to enter text./n the city of Surabaya, the OSS system has been implemented
in the licensing process for the Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR)
for business activities. However, despite its implementation, various obstacles
remain in practice, both from relevant institutions and business actors.

This study aims to evaluate the effectiveness and various challenges in the
implementation of KKPR licensing services through the OSS application in the city
of Surabaya. The research method used is a qualitative method with a descriptive
approach. Data were collected through interviews, observations, and document
analysis, with the results presented in narrative and visual form. The data obtained
consist of primary data (from interviews and field observations) and secondary data
(documents from relevant institutions).

The results of this study indicate that : (1) The OSS system has significantly
improved the efficiency of spatial utilization licensing services; (2) Challenges still
presist, including technical issues, lack of outreach, limited human resourse
capacity, and weak inter-angency coordination, (3) Proposed solutions include
enhancing coordination, streamlining the licensing proses, optimizing the OSS
system, providing continuous education, and ensuring government support.
Keywords: Suitability od Space Utiliztion Activities (KKPR), Business Licensing,
Online Single Submission (OSS)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tujuan yang sangat strategis bagi investor
untuk berinvestasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menurut
Sanjoyo dkk (2020), peningkatan daya saing Indonesia di kancah global
didorong oleh kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati,
ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif, pertumbuhan pasar
domestik yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang positif dari
pemerintah. Disamping itu, stabilitas politik Indonesia sebagai negara
demokratis yang berhasil mempersatukan keberagaman suku, agama, ras dan
budaya menjadikan negara ini semakin menarik dan layak sebagai tujuan
berinvestasi. Untuk melaksanakan pembangunan nasional memerlukan
investasi atau penanaman modal yang besar, namun hal ini juga memerlukan
dorongan agar menarik penanaman modal dari sumber asing atau luar negeri
Indonesia (Asmara dkk, 2019).

Berdasarkan data dari World Bank mengenai laporan kemudahan berusaha
atau FEase of Doing Business (EODB) bahwa Indonesia mencapai target
peringkat EODB pada tahun 2020-2023 berada pada posisi ke-73 dari 190
negara dan ke-6 di Asia Tenggara (Namiroh dkk, 2023). Peringkat tersebut tentu
masih jauh dari target EODB yang diperkirakan dapat mencapai target pada
tahun 2024 dengan urutan ke-40 kemudahan berusaha dalam kegiatan usaha di
Indonesia (Siregar, 2024). Kinerja birokrasi, khususnya dalam hal pelayanan
publik di Indonesia, merupakan salah satu faktor krusial yang turut
memengaruhi rendahnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi atau
mengembangkan bisnis di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-
langkah strategis untuk melakukan reformasi dan perbaikan menyeluruh
terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan publik, agar tercipta iklim usaha

yang lebih kondusif, trasnparan, kompetitif (BPPKPD, 2019).



Perencanaan tata ruang merupakan tahap awal yang penting untuk
menentukan pola pemanfaatan ruang, sekaligus menjadi pedoman dalam
pembangunan wilayah (Simamora & Sarjono, 2022). Pengaturan ruang wilayah
negara diperlukan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia,
baik untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha (Maulana, 2023).
Pemanfaatan ruang perlu diatur secara bijak agar dapat mewujudkan
keseimbangan dalam penataan ruang (Nurhikmahwati dkk, 2021). Di Indonesia
sendiri, perizinan terkait pemanfaatan ruang mencakup berbagai jenis izin yang
harus dipatuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan yang dapat
mempengaruhi perencanaan tata ruang atau lingkungan. Salah satu persyaratan
dasar dalam perizinan berusaha adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR), yang menghubungkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan
ketentuan dalam Rencana Tata Ruang (Simanjuntak, 2022).

Dengan sistem perizinan di Indonesia mengacu pada berbagai peraturan
yang lebih terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi. Proses perizinan
sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai instansi dan prosedur yang
panjang hingga persyaratan perizinan yang rumit dan peraturan perizinan yang
tidak konsisten menyulitkan pemohon untuk mendirikan usaha di Indonesia
menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan
fakta dan data kondisi tersebut memberikan gambaran tentang perizinan yang
kurang baik dan menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk melakukan
investasi di Indonesia (Mukhammad, 2021).

Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) disahkan pada Tahun 2020,
pelaksanaan perizinan diatur oleh berbagai peraturan, seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan dan Peraturan daerah (Perda) yang mengatur Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kegiatan usaha
harus memenuhi berbagai izin secara terpisah yaitu: (1) Perencanaan Tata
Ruang, dimana pemanfaatan ruang yang digunakan untuk usaha harus sesuai

dengan RTRW yang telah disusun oleh pemerintah daerah. (2) Izin Lingkungan,



dimana kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan harus dilengkapi
dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen
lingkungan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 dan pada proses ini seringkali memakan waktu yang lama. (3) Proses
Perizinan Usaha, umumnya dilakukan di masing-masing pemerintah daerah
sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Untuk menjaga keselarasan antara pembangunan dengan perencanaan tata
ruang yang sudah ditetapkan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah,
pemerintah mengatur KKPR sebagai salah satu bentuk perizinannya dengan
tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha
tidak bertentangan dengan peruntukan ruang dan tata ruang yang telah
ditetapkan, serta dapat mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan
masyarakat. Akan tetapi proses pengajuan perizinan KKPR, yang melibatkan
berbagai instansi dan beberapa tahapan yang cukup rumit, seringkali
memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan prosedur yang
membingungkan bagi pelaku usaha.

Demi memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan tetap
memperhatikan aspek keadilan serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah
memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan berusaha. Dengan
berlakunya UUCK banyak perubahan dalam prosedur dan regulasi terkait
dengan perizinan usaha, termasuk dalam hal kesesuaian pemanfaatan ruang.
KKPR setelah UUCK sendiri lebih mengacu pada perubahan kebijakan yang
dilakukan di berbagai sektor dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang
sebelumnya ada di dalam perundang-undangan.

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
disahkan, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut mencakup penyederhanaan



persyaratan perizinan berusaha melalui layanan KKPR oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, serta untuk mempermudah
kegiatan investasi, proses perizinan diubah menjadi izin berbasis risiko dengan
sistem perizinan yang lebih sederhana.

Dengan berlakunya UUCK perizinan berusaha di Indonesia menjadi lebih
mudah karena pemerintah mengenalkan sistem perizinan berbasis risiko yang
diselenggarakan melalui  Online  Single Submission (OSS) dapat
mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko karena dapat
mempengaruhi jenis izin yang diperlukan. Apabila kegiatan usaha yang
dimohonkan dianggap berisiko rendah, maka proses perizinannya akan lebih
sederhana dan singkat, tanpa memerlukan AMDAL atau izin lingkungan yang
rumit, sehingga lebih efisien dalam memperoleh izin usaha. Pemerintah juga
meningkatkan pengawasan melalui platform digital dan integrasi data antar
instansi yang sangat memungkinkan pemantauan lebih baik terhadap
pelaksanaan perizinan dan pemanfaatan ruang.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur
kegiatan pemanfaatan ruang, memuat informasi mengenai kesesuaian jenis
kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, non berusaha, dan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat Proyek Strategis Nasional
(PSN). Jenis kegiatan KKPR dibagi berdasarkan jenis pemanfaatan ruang dan
kegiatan usaha. Kegiatan berusaha merujuk kepada kegiatan yang bersifat
komersial dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang melibatkan
pemanfaatan ruang untuk tujuan ekonomi. Kegiatan non berusaha merujuk pada
kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial atau komersial,
namun tetap menggunakan ruang untuk tujuan tertentu. Sedangkan kegiatan
PSN tergolong dalam kegiatan yang mempunyai dampak signifikan terhadap
pembangunan infrastruktur dan perekonomian negara.

Pemerintah merancang sistem Online Single Submission (OSS) yang
bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan secara

terintegrasi. OSS memberikan platform elektronik untuk mengajukan berbagai



jenis izin usaha, termasuk KKPR yang diharapkan dapat mengurangi birokrasi
yang berbelit-belit, meningkatkan transparansi, dan mempercepat waktu
pemrosesan izin. Dengan adanya OSS, pelaku usaha dapat mengajukan izin
secara online, mengakses berbagai informasi mengenai regulasi dan
melengkapi dokumen yang dibutuhkan tanpa harus berurusan langsung dengan
banyak instansi yang berbeda.

Menurut Syamsuddin dkk (2021), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan investasi,
murah dan efisien melalui perizinan secara elektronik. Sejalan dengan itu,
diterbitkannya regulasi ini dapat membantu memperbaiki pelayanan perizinan
dan kemudahan berusaha yang selama ini dianggap memiliki banyak kendala
(Sutaryono, 2019). Sebelum terbitnya peraturan ini, proses penerbitan izin tidak
dapat dipantau oleh pemohon, karena di Indonesia perizinan dilaksanakan
menggunakan sistem konvensional (Kartiko dkk, 2020). Upaya integrasi
dengan sistem Risk Based Approach (RBA) atau sistem OSS-RBA yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri
Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Berdasarkan peraturan yang
berlaku pelaksanaan perizinan dilaksanakan serentak di seluruh Kantor
Pertanahan di Indonesia.

Meskipun OSS dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan,
namun implementasi aplikasi ini belum tentu berjalan mulus di semua daerah,
termasuk Kota Surabaya yang mempunyai karakteristik geografis, sosial dan
ekonomi yang unik. Kota Surabaya yang merupakan salah satu daerah yang
mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, khususnya pada sektor
pariwisata dan properti, yang menjadikan kawasan ini sangat bergantung pada
sistem perizinan yang efisien dan transparan. Salah satu upaya pemerintah
dalam mengatur dan memantau pemanfaatan ruang adalah melalui pengaturan
perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Di sisi lain,

tantangan besar muncul karena implementasi dari aplikasi OSS yang belum



sepenuhnya optimal, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga
ketidaksesuaian dengan kondisi dan regulasi.

Permasalahan dalam pelaksanaan KKPR terjadi di Kota Surabaya dimana
ketidaksesuaian koordinat, ketidaksesuaian peruntukan pemanfaatan dan
pemahaman pelaku usaha dalam penggunaan sistem OSS masih rendah serta
pelaku usaha yang tidak dapat dihubungi. Untuk mencegah terjadinya
penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya,
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor § Tahun 2018 mengenai Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038.

Guna mengatasi permasalahan dalam upaya pelayanan perizinan KKPR
pada sektor berusaha di Kota Surabaya, kajian terhadap permasalahan yang
meliputi sistem pelayanan, manajemen sumber daya manusia, upaya koordinasi
antar instansi kelembagaan dan regulasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan
KKPR pada sektor berusaha di Kota Surabaya penting dilakukan. Oleh karena
itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Problematika Dan Alternatif
Solusi Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Berusaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) di Kota

Surabaya”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan perizinan KKPR berusaha melalui aplikasi OSS di
Kota Surabaya?

2. Apakendala atau permasalahan dalam pelayanan perizinan KKPR berusaha
melalui aplikasi OSS di Kota Surabaya?

3. Bagaimana alternatif solusi untuk menangani permasalahan dalam
pelayanan perizinan KKPR berusaha melalui aplikasi OSS di Kota

Surabaya?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain

sebagai berikut:

1.

Mengetahui proses pelayanan perizinan KKPR berusaha melalui aplikasi
OSS di Kota Surabaya.

Mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan
pelayanan perizinan KKPR berusaha melalui aplikasi OSS di Kota
Surabaya.

Mengetahui alternatif solusi yang dapat diambil untuk menangani
permasalahan dalam pelayanan perizinan KKPR berusaha melalui aplikasi

OSS di Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua aspek yaitu aspek akademis dan aspek

praktis, yang masing-masing aspeknya dijelaskan sebagai berikut:

1.

Manfaat dari Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan
kontribusi secara ilmiah mengenai kegiatan pelayanan KKPR melalui
sistem OSS khususnya pada sektor berusaha sehingga dapat dijadikan
pembelajaran dalam pelaksanaan kemudahan berusaha.

Manfaat dari Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi perkembangan dan
sumbangan pikiran terkait pentingnya proses kegiatan KKPR agar
memberikan output untuk mempermudah pelaku usaha dalam menanamkan

investasi sebagai salah satu wujud kemudahan berusaha.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Kota

Surabaya, mengenai pelaksanaan pelayanan dan problematika serta alteratif

solusi dari perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

pada sektor Berusaha melalui aplikasi OSS, peneliti menarik beberapa

kesimpulan yaitu:

1.

Sejak diterapkan OSS, pelayanan perizinan pemanfaatan ruang melalui
KKPR mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat
dari waktu pengurusan perizinan sebelum adanya OSS yang memakan
waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, namun setelah
adanya OSS waktu pengurusan perizinan menjadi lebih cepat yaitu 1-14
hari tergantung jenis kegiatan dan kesiapan dokumen. Selain itu
bertambahnya jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS dimana pada
tahun 2021 NIB yang diterbitkan yaitu 10.720 NIB, sedangkan pada
tahun 2024 NIB yang diterbitkan mencapai 78.069 NIB. Kehadiran
sistem OSS telah mempercepat serta menyederhanakan proses
perizinan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Kota
Surabaya, pelaksanaan KKPR menunjukkan sinergi yang baik antara
Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Kerjasama ini bertujuan untuk
memastikan kelancaran proses perizinan sesusai dengan ketentuan yang
berlaku. Khusus untuk pelaksanaan KKKPR bagi pelaku UMK, Dinas
Pekerjaan Umum serta Cipta Karya dan Tata Ruang tidak terlibat secara
langsung, karena pemerintah berupaya menyederhanakan proses
perizinan melalui sistem OSS yang dikoordinasikan oleh DPRKPP dan
DPMPTSP.

Pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS masih
menghadapi sejumlah tantangan, seperti gangguan teknis seperti server

OSS yang terkadang mengalami gangguan atau sulit diakses. Selain itu,

68



kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan pemahaman SDM,
sehingga sebagian pihak enggan menggunakan sistem OSS. Lemahnya
koordinasi antar instansi dan hambatan implementasi OSS turut menjadi
kendala yang perlu mendapatkan perhatian.

Solusi untuk memperbaiki proses penerbitan KKPR meliputi
peningkatan koordinasi data, penyederhanaan perizinan, optimalisasi
sistem OSS, evaluasi rutin antarinstansi dan serta sosialisasi. Dukungan
dari pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk penguatan sistem,
peningkatan SDM dan edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan
agar proses perizinan lebih cepat dan sesuai tata ruang. Kemudian untuk
KKPR yang sudah terlanjur diterbitkan dan mengalami tidaksesuaian
maka dapat dilakukan pengendalian penilaian kesesuaian kegiatan dan
KKPR oleh instasnsi terkait. Langkah ini diharapkan dapat
menyelaraskan penerbitan KKPR dengan tata ruang, serta mendukung

pertumbuhan UMK secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah didapat,

peneliti memberikan beberapa saran sebagai beriku:

1.

Perlu dilakukan peningkatan terhadap stabilitas dan kapasitas server
OSS guna menghindari gangguan sistem yang bisa menghambat proses
perizinan. Selain itu, perlu adanya program edukasi dan sosialisasi bagi
pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengenai pentingnya kesesuaian
tata ruang serta pemahaman prosedur perizinan yang benar.

Meningkatkan pelayanan loket Mall Pelayanan Publik Siola sebagai
salah satu fasilitas dari DPMPTSP guna memberikan pendampingan
langsung kepada pemohon terkait dengan aspek tata ruang dan alur
perizinan. Mondorong peningkatan kualitas serta akurasi integrasi data
tata ruang ke dalam sistem OSS serta memberikan pelatihan teknis bagi

operator dan pemohon agar penggunaan sistem menjadi lebih optimal.
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. Memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas

pelanggaran tata ruang guna memberikan efek jera bagi pihak yang
melanggar. Partisipasi masyarakat juga penting dalam pengawasan tata
ruang melalui program pelibatan publik dan kanal pelaporan
masyarakat. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar

instansi terkait dalam proses penerbitan KKPR.
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